
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal49 Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

BUPATILOMBOKTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA

Mengingat

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan LembaranNegara
RepublikIndonesia Nomor5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5717);

6. Peraturan PeJJlerintahNOllloJ;"60 Tahun 2014 tentang Dana
De~yarig~Bershrii~~ dari IUigganm Pendapatan dan Belanja
N~gani"(Lem~: Neg~a Repl,lblik Indonesia Tahun 2014

" ';':,/Nbi$.~f;i~8'~'Ta1#bah~:£e~~~Negara Republik Indonesia
Ncui,16r 5558);:":sebag~',' telah 'beberapa kali diubah,
te~,'grJ:tgalt.':'Pera~; Pemerii;tt.a4,Nomor8 Tahun 2016
. i~ntarig"Perubiili~, Kedua :ata~ p~ratili~ Pemerintah Nomor

\ "" :" ' '. ;,' " . . .-,;: :,..." ~" :; ;:: } . ' - - .: ", " ,; ,;
60 \~~un' ~Ol4. ' tentang ,D8l1aDesa yang Bersumber dari
, Atlgg~~ Pend.~p~tari-dki B_el~j~~egara (LembaranNegara
Republik~'::'Iiido~esia:,Tahun/ '2016' Nomor 57, Tambahan
Lenlb~':Neg~a:' ~~publik i~4oh~siaNomor5864);

'---,'; ',. "!,( "" ,': ) '. ..,,/ r\/

7. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 2093), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang PengelolaanKeuangan Desa
(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2018 Nomor611);

8. Peraturan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2019 Nomor1448);

9. Peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (LembaranDaerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor4);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur
2. Pemerintab Daerah adalah Bupati sebagai unsur
': ~.yelf!n~a" ..pe@ennt$lUin' J;laerah yang memimpin
, ':P.e.lak~art~@tifu~'-:Pe~~rlntahan yang menjadi kewenangan
. :d8.erah ok,ndlIi. ' " . I . <'

::,., .' .:' :_.-<::" .. " ':>. .' 'V'_" '''',:,',''. ', .>
, 3./, :Blip~:tiadalah Bupati :LpmbpkTiPl~. '.."
'4.', ¢~~t ad.~~··p~~pili 1t~~~atany~g berada di bawah dan

. ~~~gj~wab kep~~a BlJpati tpel~tii Sekretaris Daerah.
5. "piij~ Da~~: y~g sel~j:utnya disebut Pajak adalah iuran
:" _. <', "'<:'''''' ' .,. ""-"'~~ ,_.•,.. ;' - - ._. : i ,....-' '; ,; ::

wajib.\yang dilakukan oleh orang.! pribadi atau Badan kepada
'. ,. -~ .... "

, , Daerah<:tarlpa jl1'loatan langs~g y~g seimbang, yang dapat
" -,'_:.>. ':~""" <-:.....""'~' -",""',:",' ~"",,./ "-':,:,/
dipak~.'berq~s,#J.{an Peraturan Perundang-undangan yang
berl~~,y~g'diguri~ .~~ membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan;

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11

PEDOMAN PENYUSUNAN
BELANJA DESA TAHUN

PERATURAN BUPATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ANGGARAN2019

MEMUTUSKAN:

10.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2019 Nomor 2);
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berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/ atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lainnya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa , berdaSf.l,rkan keterwakilan wilayah dan

:'~).' , : 'd'·l~~iLp~'l~':':'..;.;:::'se':''car",'""a''':~''de''''mo'14ti; ·s' ',," ,'\
~/:'.:"'" _",:_.,.:~~ ~1 __. : ':'.__,,':'__::' '" _~~A, • '.... ' ....."'/:,
:,~1.2.:K~~~~:.D~~:aaa.tah:'~rttUa hak'dan kewajiban Desa yang
" :',>dE1Pat::cfuw~"dertg8n U8li~::~erbi..seg8la sesuatu berupa uang

,'- ' .. ':, .: ...:'... ,,' "": ",' '.'_ \-:", .... ...,
, -:, :' da;Il~barang :y~g berhubungan :cleng~ pelaksanaan hak dan

.. ~~~ajib~:pbs~:~'\ )::::, \ ,:

13. P~~gelol1l8ri'Keuangan I)~~ 'ad81~ keseluruhan kegiatan yang
\.._ >;.:, . .. ;' ; •

• ,J • melip\lti ',"',:perepcan~" .pelaksanaan, penatausahaan,
" ,,"'" \ ~, " .' 'i ~ ~ ;,'.'. - - -" ." ,.

"! /pelapot~, dan p~~gghng;aw~9an}teuangan Desa
14.-Renaula"\"ahgltil-Menengiili I;>esa, ,s~lanjutnya disingkat RPJM

De~,'a4~ah:J{egi~~'Pemb~~~ Desa untukjangka waktu
6 (enarltj' tahtui~", f ,,: ' , /

15.RKPDesa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran
dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
Desa.

17.Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas
Desa.

18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas
Desa.

19.Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh Desa.
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21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD,adalah kepala Desa atau sebutan
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

24. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
:Paeralk"Kabupa~~lkota d~." digunakan untuk membiayai
'PertyeJe:n~~::peD:lerint8h~, pelaksanaan pembangunan,
"..pelIi~ Itetnllsy~tan dan ~berdayaan masyarakat.

'25>MOb$~,::':r)~~~;'I:~esa,,~g:'.~~jUtrlYa disingkat ADD adalah
",·,,;,':dana·:J,erimbapganyang diteriola Kabupaten Lombok Timur
,:' ':..:~~,#~#~<:p~nd~at#'\:dan:\Be~ja Daerah Kabupaten
, .LOmbOkTiinur-setelahdikutangi 'Dana Alokasi khusus .

•••• ~\ . -'0_ ' .• ' -, '," " "\_ / , : _ '_ " • ';.. '; i ;'

26. Dana Cadangan' ,ad~ /dana·yang disiaihkan guna mendanait -"....':""\....":..:- -','~":(",.,'~' "'.,< ~ f ('",'-"' __..' f /
, ,kegia~ yang memed~ d~a ,relap! besar yang tidak dapat
':'/,dipe~~\d~·,~ati{bmun imgg~~~
27.'s~i#~·Ailgg~ oe~~ad~ah~~lisihlebih antara pendapatan

Des~ dehgan'Jx~~ja DeBa. ",,},/,,,
28. DefisitAnggaran'Desa adalah selisih kurang antara pendapatan

Desa dengan belanja Desa.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APBDesa.

31. Dolrumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan
rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan

-5-



Pasa12
(1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan kemampuan Pendapatan Desa.
(2) Penyusunan APBDesaberpedoman kepada RPJMDesa dan RKP

Desa.
(3) APBDesamempunyai fungsi:

a. otorisasi;
b. perencanaan;
c. pengawasan;
d. alokasi;
e. distribusi; dan
f. stabilisasi.

(4) Pedoman Penyusunan APBDesameliputi :
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan

program/ proyekmasuk desa;

BABII
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADESA

Bagian Kesatu
Azas UmumAPBDesa

berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APBDesadanj atau Perubahan Penjabaran APBDesa.

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adaJah dokumen yang memuat kegiatan,

anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan
yang anggarannya berasaJ dari SiLPA tahun anggaran
sebelumnya.

33. Pengadaan barangj jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barangj jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barangjjasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui
swakeloladanj atau penyedia barangjjasa.

34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK

Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus
kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari
rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
berdasarkan DPAyang telah disahkan oleh kepaJa Desa.

35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP

adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

- 6 -



Pasa14
(1) APBDesamempunyai fungsi :

a. otoritas;
b. perencanaan;
c. pengawasan;
d. alokasi;
e. distribusi; dan
f. stabilitas.

(2) Fungsi otoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

(1) RPJ.MDesa Dlenpcu;' pa.d8."Rencarta Pembangunan Jangka
: :'~¥eJlepgah'~bupate~~ .' .".i ;;.,

(2):' ·'RPJMDesa.untuk j~gm "~~tu 6 (~ris.m) tahun memuat Visi
datlMisi Kepa:ia Desa. .

" :.' .~/ _..-:':., I,' _. ',>_ .•. ,< .... ,.\. : ..:, '~"'" '. . .

(3)"RR~MD~~:;:':disusun ':~e~ga,~f::"mempertimbangkan kondisi
.: ~"ob~eJrtifDes.adatl Prioritas P.~mban~an Kabupaten.
'(4) :RPJMpesa.ditetaP~:.·Paling laqlba~; 3 (tiga) bulan terhitung
:, ,.'setetah·~eJ.a!ltnaiO:i{~palaD~~~;/. ./

(5) RKPp~s~:"'ya,ng..' merup~ ...Penjabaran dari RPJMDesa
berd~skrkan.:ha~il:MtisyawarMi'Rencana Pembangunan Desa.

(6) RKPDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat
akhir bulan September tahun beIjalan.

(7) RKPDesamenjadi dasar penetapan APBDesa.

..Pas81 3·: <;
,:;;-" .

Bagian Kedua
RPJMDesa dan RKPDesa

b. prinsip penyusunan APBdesa;
c. kebijakan penyusunan APBdesa; dan
d. teknis penyusunan APBdesa.

(5) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam
masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

(6) APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(7) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

-7-



Paragraf kesatu
Pendapatan

Pasal6

pembiayaan.

(1) APBjje~ terdiri dan: '. ..
v 1",', '. ' 'o.,," "C -.

a. pendapatan ..DeSa;·
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
diklasifIkasikan menurut kelompok, jenis dan objek
pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis
belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasiftkasikan menurut kelompok, jenis dan objek

, ~-'- '_ .
~" _.'".. ,.,-.~.'. '-,

\ \, . I

~~ariIKetiga :'
StrukturAPBDesa.. \ ~ ..

) "'/
Pasal'S,

(3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(5) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan keIja/ mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meniogkatkan efisien dan
efektifitas perekonomian Desa.

(6) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf e
mel1:g~d,un~ ~,\)ahVlr~, ke1>,ijakananggaran Desa harus
'tXie.ri.:Per~tikari:~~'keadilan 'll~gimasyarakat Desa.

(7) :~s{~alblliia8: s~b~~a dimaksud pada ayat (I) huruf f
, : ',:/,~ttienfian¥tiIl.,i,art;i1:Jlihwi,~ggtiJI.~ Pemerintahan Desa menjadi

.:.hlat ,Untuk ,.mem~i.mani'"·4'rfu mengucapkan keseimbangan
fUi1d~en~, p~merintah~ D~SI:\.. .' ,,-', "'.) . _. , . .
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a. obyek pungutan desa;
b. subyek dan wajib pungutan desa; dan
c. besaran pungutan desa.

'c. $w$.(iaya, parti$,ipa6idan<gotong royong; dan
,d., lairl~l~~ll..peIldap8~ a$lipelJa.'

::"'(2), ~~sii':ti$a.h~'De.' ~eb8gal~a' d~sud pada ayat (1)huruf
, a,:'an~"lam bagi h,a~ifJ3~~ USah~MilikDesa.

',(3f"Ii~silaset sebagaunarii1dj'nj~s~(fpadaayat (1) huruf b, antara
, "l~I)':' ,: .• '! ",',,: '
" ..a,../ tanah-kas 'Desa, '
b::::.~~~~tari;~,~u,

'2.. p~~arDes,a;' ,
'd~,te~pat pemafi<ii~ umum,'
e.-/jaringarrmg~~i, _', ' ',-

"-T"~"-"/-l "/,----._, _. .t. "~-""i -._-'- .-' ,/'

f. "Pelelangan 'ikah Inilik'deSa _
g. Kio~milik desa - : '
h. Lapangan olahraga/ prasarana Olahraga, dan
i. hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan

hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c adala.h penerimaan yang
berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

(6) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5)paling sedikit mengatur :

Pasal7

(1) Kelompokpendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. hasil usaha;
b. hasil aset;

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a, yaitu semua penerimaan uang melalui rekening
yang merupakan hak Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang
menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a, terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain.
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Pasal8
(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf b, terdiri atas:
a. dana desa;
b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota;
c. alokasi dana desa;
d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi; dan
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja

fiile~:~bUp~1:enIKotEir ,',
.(2)v:Dari~ ':P~$;;eb~.~a d,imSksud pada ayat (1) huruf a

.··:m.~nttP~ka11'·a10kaSi,~d~~ ~N yang ditujukan untuk
~':'.:,';~lrierhberikah, k~~an':~'j,iJgrain ';.'dan kegiatan bagi
.••..\,.p.eri1elengg8raan,Kewena.ngan~Hu\Asal dan Kewenangan Lokal
,. '. '..• i· .." ".,' '\..': ',:':, .....", ; , ~ '_,' ',:~",:' ",', " ._~_:'-' .' . .;

.. ~~~seka.j~.pe~Yang c:liblaym olehI)an~Desa.
-.... ..•. «, . ':.~, ... " ,;', "'" "'. ,': ' : \. :'.", - -. ' ;~ ,:

(3) Pengguri'aaP.; J?ma' Desa mengacu pada Peraturan Menteri
:'..>,'De~ii:~<P~mbaii~an ..Jpa~r8h'" ~~rt:niggal dan Transmigrasi
. Nom~t:V) um.1Jll,2018"t~~g ~~ri~s Penggunaan Dana Desa

!_ ; -' s-> \ ' .. _ ,~.~.~ ,J j_.'-, " " " " ". TahUh 2Q't9. .. ..... .",' ".
(4) Pe~~okasian iDana"Desa untuk masing-masing Desa dengan

'. . i _.'\_~ .' '. ...... • ~•

mempertimbangkan:
a. jumlah penduduk;
b. angka kemiskinan;
c. luas wilayah; dan
d. tingkat kesulitan geografis.

(5) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
untuk masing-masing desa diatur dalam Peraturan Bupati.

(6) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

(7) Besaran Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf c harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang
diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
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(7) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
yang diterima Pemerintah Daerah kepada Desa dengan
ketentuan:
a. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
b. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara

proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing,

(8) PengaIokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah
dipergunakan untuk operasional pemungut pajak bumi
bangunan, pengadaan sarana dan prasarana desa,
pembangunan dan lain-lain sesuai dengan hasil musyawarah
desa.

(10) AlokasiDana Desa (ADD)sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufp/~diperol~Il'~es~'dari~.?~si paling sedikit 10% (sepuluh

• , ". ",' ..':.~. ,._,' " '...' "'. -'" ...." 'I

perseratus) dan: dana perimbangan keuangan pusat dan
9~~~$:/yatigj'dit~ri!n,.a::.·.peirl~prit.8.lj::daerah setelah dikurangi
!'D~~AlokElsiKh~;U~(DAK)."'<:,;, .r.: "

(11) Pe~gaiokasi~ peneririi~·~ri dengan.mempertimbangkan:: f ~ ,.. :-; - _- ~ ~ . -' '. _: ~./ ,,',_\ ----.---- ",,_\
: a, keputuhan perighasilan kepaI~t;'desa dan perangkat desa;

'dAA:, ' .\'\('~';'" ',"', /:':
b. ~~ pmdudUk'd~~, /~~:,.ikemiskinan desa, luas

WiliyE$,·de~~;.dan.,tingk&:t:kes~~, geografisdesa.
(12) Pengai(,ka~ianADQ un~/~~~mmtetap Kepala Desa dan

Pera#~t·D~$a ~eriggUriak8Jfperhit:Un:gafisebagai berikut:
a. ADD kurang' dan" RP 500~00()~OOO~OO(Lima Ratus Juta

Rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh
perseratus);

b. ADDyang berjumlah Rp 500.000.000,00 (LimaRatus Juta
Rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus
Juta Rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (Tiga
Ratus Jl.lta RlJpiah) S8.lllpai dengan palipg ban.vak 50%
(Limapuluh perseratus);

c. ADDyang berjumlah Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta
Rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (Sembilan
Ratus Juts. Rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00
(TigaRatus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling
banyak 40% (Empat puluh perseratus);dan

d. ADD lebih dari Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta
Rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (TigaRatus
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Enam Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak
30% (Tigapuluh perseratus);

(13) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
a. Kepala Desa
b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus)

dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari
Penghasllan tetap Kepala Desa perbulan;

c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50%
(lima Puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam
puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per
bulan.

d. Staf Desa 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan
tetap Perangkat Desa per bulan dan bersifat honorarium.

(14) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(15) Penyaluran' ADD.yang'bei'stiInber dari Dana Alokasi Umum
i" ~..•._, _ " ')"'" ~'" -....: "'. " .: .,:._.'I,' :,

akan disalurkan eedap bulan pada tahun berjalan.
(16) pen~~.:ADD·.~~~:.,<,te18h··'~~n~~ oleh Kepala Desa

dan BPD, disetujui' oleh Camat."<\ .,' ,
(17) A/JD/' digun~: un~:" '.:p~~h,~y~' penyelenggaraan

. pemerintahan ""desa, ;,·>:·.pc;mb~gurian desa, pembinaan
kemasyaraka.tan dan' pe!ritkrdayaari' de~, sesuai dengan
l{~enari~~·~y~g~~~~,.~ \aln~
a. penyedi~ perighasi1@ tetap,K~pall:(De~;
b. pehyediaan pen~~(Jan ~taP,~~~~ l:)esa;
c. penyed~j8rriblat(:~~~~al,bagi:·Kep.O.esadan Perangkat

.' ... ',' ., " . . \ .. ', '_ -. ' .. .,',
'., .. ' • •• . -,,'-." ",'_':.'.' .. "_',' ""'0'-' :'.'";"'" "I. '~~',_;....• : ••'.. 'Des&:; .;,,'::::.':»:::'" . " ,:-c,:.:': ;',;'-'. ", ," .,' ,,',' .':.':., ",,'

d. penyediaan ATK,Foto Copy;
e. biaya makan/minum rapat/tamuj
f. bantuan operasional LKMD;
g. penyediaan pe~lengkapan pedtant()~an;
h. penyedian pakaian dinas/atribut;
i. penyediaan Insentif/operasional RT/RW;
j. insentif kader posyandu;
k. pembangunan BUMDesa;
1. pendayagunaan teknologi tepat guna;
m. pembangunan atau renovasi kantor desa serta penataan

kantor;
n. penataan lingkungan berbasis STBM, rabat, sarana

perpipaan, irigasi, dan lain-lain;
o. pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH);
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Pasal10
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban

Paragraf kedua
Belanja Desa

b. penerimaan darl bantuan peru~ yang berlokasi di Desa;
C. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berjalan;

e. bunga bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.

, pasal/~. ..''.'
Kelompok"pendapatap..·..laln. se9~a d~maksud dalam Pasal
6 ·aY:at:(~)~h~:c~·t~,diti:~ta:s:// .•..;i:J~';',',·· '.. ' :
a. penerirwian daii hasiI:k:etja ~ 'Desa

. -.- -'-, .

p. mendukung 10 Program Kegiatan Pokok PKKpaling sedikit
Rp 5.000.000,- (LimaJuta Rupiah);

q. mendukung kegiatan perpustakaan desa;
r. mendukung program keluarga berencana;
s. pembangunan pas kamling;
t. pembelian tanah kas desa;
u. premi kesehatan bagi masyarakat miskin;
v. isbat nikah bagi masyarakat miskin;
w. insentif pekasih;
x. insentif marbot masjid;
y. insentif imam masjid dengan syarat hafidz al-quran;
z. mendukung program penunjang STBM 5 pilar; dan
aa. peningkatan kapasitas desa.

(18) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ~yat (1) huruf' (i:dan,' huruf e dapat bersifat umum dan

" 1 ', '\ " " 'I

khU9US.::·:'1 ":.., ..,..t.! ::' /~:~.>:

(19) B~tu~. 'k~~gfiD: :;J>ersif8:tkhtls\ls'. sebagaimana dimaksud
/ ,'" . .-~.'. _ ,." \'~"" ";'. .' . .' ;

;' pada ayat (2) dikelola dalam ~BDesa' tetapi tidak diterapkan
, ' . ; .....

dalam ketentuen ~Ilggwuian p~g sedikit 70% (tujuh puluh
~er,~e~tus)\~anp~~'*g~~~·30·~~.(ijgapuluh per seratus).

: , " .' • \ , ." - .'~ :. -'", • ,I J .,/ ,;'
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.. 'Pasa111 ;.,-.:>.' ,
(1): ~jfikasi ~i$ja p~~tCrdin.:atk;.:bida!n~:

a. p~nyelengglu-~ :~m.eri.fttabtUi.P~t ;
b...pelhltsanaan }lemtl~~ besa; . '.:._-."
c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e, penanggulangan bencane, keadaan darurat dan mendesak

Desa.
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan
dalam RKPDesa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak yang terjadi di Desa.

(4) Fonnat penyusunan klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

_. j~" ",

Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan
Desa.

(3) Belanja Desa diperuntukan antara lain untuk penurunan dan
pencegahan stunting minimal 200/0 (dua puluh perseratus) dari
APBDesa.

(4) Penurunan dan Pencegahan Stunting yang dimaksud pada
ayat (3) meliputi antara lain;
a. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
c. Pelatihan pemantauan perkembangan ib.u hamil atau ibu

menyusui;
d. B.antuan posyandu dan mendukung kegiatan pemeriksaan

berkala kesehatan Ibu hamil atau ibu menyusui;
~. .PCngemb.~~ apo.tik hi~up. desa dan produk holtikultura

r", " ,.;' I 'I, ' ", ': -.- " ."~ ", i ".' :-" 11 ,.

...' 'untuk merne~~;gizrib4., h&miJ.iita:u ibu menyusui;
.'~. /i~~;Qg~~~~g~·~e~~~;:'P~g~.~D.esa; dan
g. Kegiatan' ipenanganan': ·lruali~s hi4~p Jainnya yang sesuai
. d~l1g~ :...::~~wen~g~:::>d<:~ \:,>~~ diputuskan dalam

:' :' r-'-"',,:, -: ",-.: ~,., -', "/

DlllsyaW8!ahde~a{:; -,-.':' //.
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.: " , . - ..- . :-. " " . -'., '. .. .." .~,... .- .:~.:.
16. Penyediaan pakaian seragam dinas/ atribut;dan
17. Operasioanal Pemungut Pajak;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa, antara lain
untuk:
1. Penyediaan sarana (asset tetap)

perkantoran/ pemerintahan;
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
3. Pembangunan Gedung/ Rehabilitasi/Peningkatan

Gedung/ Prasarana Kantor Desa, dan;
4. Lainnya yang menyangkut sarana dan prasaran kantor

desa.
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan

kearsipan, antara lain untuk;
1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan

berskala desa;

, ;

1.3. ;Operasio.~ ~pp; ...
1.4(' operil;ibna1'P~t.k~tClrahi~··);~·
15. Perlengkapari KaIiiO;; '._:.:

Pasal12
(1) Klasiflkasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan

operasional pemerintahan Desa, antara lain untuk:
1. Penyediaan dana untuk Siltap Kepala Desa dan

Perangkat Desa;
2. Penyediaan dana untuk tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat Desa;
3. Penyediaan dana untuk penghasilan staf perangkat

desa;
4. Penyediaan dana untuk tunjangan BPD;
5. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa;
6. Penyediaan dana untuk penjabat Kepala Desa;
7. PenyediaaIl··dana,:\Uittik: .tambahan tunjangan Kepala

, ', •., 'I ."

.'Desa dati' perangkat Desa; " '
8.,:peny~~,d.~~Urtilik':Jt,l·s~ritifR'f/RW;

.: ,:', ','" ",,' , ••_.'.:~ ."" '_~ '._ --""'~~'\ '._; r •••• i.:.__
9'. Penyediaan dana untuk lri!S~ntif,Pekasih;
t ( .' I -',' ",_

~O. Pe~ye~~ dani:l-, ~~\ II)se~~ Marbot Masjid;
11. Peny~ idena; u~tuk Inseptif Imam Masjid dengan

~.•• _: ;,' ' .• _' - .f ,\' • I : ...... ,:" .: ~ ;'., 'c ) .~. ! " . ,,-_,

s arat hafidZ al uran: ' t ... . ry: .. '.. ': . 9: " ._.' . ... ' ,L'. .
12. Penye~ dana untuk H..onPtaJ:i$ ,PKPKDdan PPKD;
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11. Penyediaan papan informasi desa;
12. Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa;
13. Penyediaan Internet Desa;
14. Penyelenggaraan Pilkades; dan
15. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan

pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa.
e. Pertanahan, antara lain untuk:

1. Bertifikat tanah kas desa;
2. Administrasi pertanahan (Pendaftaran tanah dan

pemberian registrasi agenda tanah);
3. PrSL;
4. Fasilitasi sertiftkasi tanah untuk masyarakat miskin;
5. Mediasi Konflik Pertanahan;
6. Penyuluhan pertanahan;

DesaPerencanaan4. Penyusunan dokumen
(~JMDesa/.RKlIDesak: - . '

5., ·PenYusunan Ke'bijakan :Desa (PerdesjPerkades);
/6. Pe~yU~unan ...../;<Do~ert'·\ ', ....--,' .Keuangan Desa

, I"., '_,' -_'_, . '.•• _••.•••• '~.~,., "H' i \" -:-: '. ';',._.:,,'_;

..' (APBDes:~/APBDes~ '~eru~ahanl: LPJ APBDesa, dan
: d6kumeii terkait); ':: .t.: <: >\ " ...
17. Perigel~lkan/ A~~~~i/In~~htaiiSasi/

, ,:" " .' " ,". . . ,1/.,

Penilaian aset desa; ::. .
8~ PehYt-tsllhan U~~~";KeJ)a1fl :t?~~~i'Penyelenggaraaan
.'Penierin~·· Desa .(~KPPD:...:ijari ~PPD akhir tahunj
. akhit ~~:j~bittall)L ' ' ." .. ' ;

9. Pe1aksariaan dan pengembanpn ,si~eudes;
10. Pengembangan Sist~mlriformasf Desa;

2. Penyusunan Profil desa;
3. Pendataan Profil desa;
4. Pemutakhiran Prom desa;
5. Pengelolaan administrasi dan kearsiapan pemerintah

desa, dan;
6. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa.

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan, antara lain untuk:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

(Musdes, Musrenbangdesj Pramusrenbangdes, dll yang
bersifat regular);

2. Pembahasan APBDesa;
3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdus, Rembug

warga)
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b. Kesehatan, antara lain untuk:
1. Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/Polindes

(obat-obatan);
2. Tambahan insentif Bidan Desa/Perawat desa;
3. Penye1enggaraan PosyandU;( Pemberian maka.nan

tarnbahan, kelas ibu hamil, kelas lansia);
4. Penyediaan dana untuk insentif kader posyandu;
5. Monitoring kader posyandu;
6. Penyuluhan dan pelatihan kesehatan tingkat

masyarakat, tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
7. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
8. Penekananan angka stunting;
9. Gerakan hidup sehat dan bersih;
10. Pembinaan dan pengawasan Pengasuhan bina keluarga

balita (BKB);

7. Administrasi pajak bumi dan bangunan; dan
8. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok

Tanah Desa;
(2) Klasiflkasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
a. Pendidikan, antara lain untuk:

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NON
Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian
Seragam, Operasional);

2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan
PAUD;

3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana

perpustakaan/ taman baca desa/ sanggar belajar milik
desa;

5. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/
TP'Q/Madqisah Non Formal milik desa;

6. iP~niban~anlRehabilita~i/Pengadaan sarana dan
...p~fW'analalat .:':--.., pe~a:ga:" '... edukatif (APE)
, PAtJD/TK/TPAjTPQ1M~dt:aStili-NON-Formalmilik desa;
• .~, ' '" ,. : ' , , " , .I _ .' ;

7'. Pembanm.man/~~habilitasil:peninglgttan sarana
l • _"I ,." - • • .' .' '; I' -'-. • '.' ... ' '. .. ~ .' • - • -'

/ prasarana pcrpu~taka8n/tal1tari-'/baca desa/eanggar
. . belajar rIlilik desa;:.. . ....: .. ~ .'>'" .
8~>.P~ng~1()1t:tahperpu~takaan. ~ ..:4e~ (Pengadaan buku
.: b~caan., :~no~: '\len~gp .i~l~"tij·k:\·~~ustakaan/taman
bacaan de~); .' '. . ." ... ·

9. 'Pengembailg8l1 '>:da.ri>~'P«'rj;I~m~ ..·;~ggar seni dan
. belajaricIart<.. '.' .::,'....' .:. .,. ,.:'..: -.;.. "':':

1O~Dukung8Ii pendidikan bagi::siswa/tf'tjakin berprestasi.
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resapan;
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumber air

bersih milik desa;
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air

bersih rumah tangga (pipanisasi);
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sanitasi

pemukiman (gorong-gorong, selokan.parit dll diluar
prasarana jalan);

14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas
jamban umum/MCK umum;

15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas
pengelolaan sampah desa/ pemukiman
(penampungan j bank sampah);

16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sistem
pembuangan air limbah;dan

17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan taman/taman
bermain anak rnilik desa.

d. Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang, antara lain untuk:
1. Pemeliharaan jalan desa;
2. Pemeliharaan jalan lingkungan permukimarr/ gang;
3. Pemeliharaan jalan usaha tani;
4. Pemeliharaan jembatan milik desa;
5. Pemeliharaan jalan desa;
6. Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs bersejarah

milik desa/ petilasan milik;
7. Pemeliharaan Embung Desa;

sumur

11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
sarana/ parasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;

12. Pemeliharaan sarane./parasarana Posyanduj
Polindes/PKD;

c. kawasan permukirnan, antara lain untuk:
1. Pembangunarr/ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH);
2. Pemeliharaan sumur resapan;
3. Pemeliharaan sumber airbersih milik desa (mata

air/tendon penampungan air hujan/ sumur bor dll);
4. Pipanisasi sambungan air bersih ke rumah tangga;
5. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong,

selokan, parit, diluar prasarana jalan);
6. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/rnck umum;
7. Pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah

desa/ pemukiman;
8. Pemeliharaan system pembuangan air limbah (drainase

dan air limbah rumah tangga);
9. Pemeliharaan taman desa;
10. Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan
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milik desa;
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan embung desa;

e. kehutanan dan lingkungan hidup, antara lain untuk;
1. Pengelolaan hutan milik desa;
2. Pengelolaan Lingkup hidup desa, dan;
3. Pelatihan/ Sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang

lingkungan hidup .dan kehutanan.
f. per~u~~gan;) kO,~~~~i ',d~ informatika, antara lain

untuk;:' .', " .. ' ,., I : " " " , '

1. Pembuatan rambu-rambu jalan de sa;
2:' PembangWi~ dan 'pe~eWtsi8an .fasilitas penerangan
i jalan de~a;, ::.. '. " .......\ ':
a P~ll.yeleriggaraart.·,.'iri(o~_~~ip1J_blikdesa, (baliho/poster

, :.. v ,

perietapari/LPJ AP~DesJ, dBn;;'
4. Pengelolaan ·daii :peIl:l1:)iui~: jaringan/instalasi

, • ,'_~. ',_. c'" • , i .•., " ,", .',\ _,'

komUriikasi dan informasi 1okal'desa.
o ••• _ ,- ", •• _ _ • • - '_:.,'\." • _' '_,"

g~:,en.~tgidshJ~:uplber'cI~y8.,~e~~ ~1:araiain untuk;1: Pemelih~ sal-atia da11\:"p~~ energi altematif
tingkat de~, danj:':-'- ." --

2.. PembartgunanlReMbilitasilPeriirigkatan sarana dan
prasarana ekonomi altematif.

h. Pariwisata, antara lain untuk;
1. Pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata milik

desa;
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan

prasarana periwisata milik desa, dan;
3. Pengembangan pariwisata tingkat desa.

(31 Klasulka.si belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat,

antara lain untuk;
1. pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan desa

(pembangunan pos, pengawasan keamanan desa);
2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga

keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa;

pemakaman

balai

8. Pemeliharaan monument/ gapura/batas desa;
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan

jalan desa;
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan

jembatan milik desa;
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana

jalan desa;
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

desa/balai kemasyarakatan;
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
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3. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan
masyarakat;

4. Pelatihan kesiap-siagaan/tanggap bencana skala lokal
desa;

5. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat
miskin;

6. Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi tentang keluarga
berencana;

7. Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi keterampilan
produktif bagi keluarga prasejahtera; dan

8. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di
bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

b. kebudayaan dan kegamaan, antara lain untuk:
1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
2. Fasilitasi Pengiriman perwakilan grup kesenian dan

kebudayaan tingkat kecamatan, dan kabupaten;
3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan,

dai(_,~eag~~' (~iayaan-, hari besar keagamaan dan
,'pe~ayaan"&an'kelrierd~;c~f,tingkat desa;

, 4. 'remelih~.JW'ima":d~" p~raila kebudayaan/rumah
"adat/keagari.~an milik d~Sa;dari ' .:

~. Pemban~anl~eijtibili~si/~enil1gkatan sarana dan
! pni~araha~' ,.. \.' ;,//'"'\ \,':.:>" '.

c. kepemucl8an dan oIap raga,."~~ lain untuk;
i, Fasilitasi, Pengirilnari"perwak;iJ~nj~~pemudaan/olahraga
, keca.l'Data~,.c.ianka.bup~ri;' .'.,.>:"'," ',:

·.2.. Fasilita~L... :~riy~I~~ggataflri«::peiadhan kepemudaan
tingbt:de~ . ,,".' ::-i:,', '::~' ' :

3. Penyelenggaraari festivlll/lomb$; ~pemudaan dan olah
raga inilik: desa; ,. ' , . "

4. Pengorganisasian mela1ui pembentukan kader
kepemudaan/kelompok;

5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan
prasarana kepemudaan/olahraga milik desa, dan;

6. Pembinaan karang taruna/ kepemudaan/ olahraga; dan
7. Pembinaan kemasyarakatan desa lainnya sesuai kondisi

desa.
d. kelembagaan masyarakat, antara lain untuk:

1. Pembinaan lembaga adat;
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
3. Pembinaan PKK;
4. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
5. Pembinaan kelompok masyarakat tani/ nelayan/

pengrajin/ pemerhati dan perlindungan;
6. Pembinaan POKDARWIS.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa.
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(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
a. kelautan dan perlkanan, amara \ain untuk·.

1. Pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik
desa;

2. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik
desa;

3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
keramba/kolam perikanan darat milik desa;

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pelabuhan
perikanan sungai/kecil milik desa;

5. Bantuan perikanan (bibit/pakan/dll);
6. Pengelolaan balai benih ikan;dan
7. Pelatihan/bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna

untuk perikanan darat/nelayan.
b. pertanian dan peternakan, meliputi:

1. peningkatan pr()duksi tanaman pangan dan peternakan;
2. f~si#~si al:af:.prq~~~r dan .pengolahan pertanian dan

-j.'letemakan· . '.', ," •. .
.:... . ' . ...... ". :', ..

"3. penguatan k~taQ.arian"~gan.de~;
/ 4./ pemeiihar8Jirl"~alurart irlg~~ipe'rtahlan;
5. pengelolaanpadang:'gembaia;\
~. ~rie.tap~jeni~.!~uP~:·d~~:p~ organic;
7~penptl:arim pel~sanaan, pC~gan hama dan
. . penyaJ.cit 'perpertanian. secar.a.:terp~4~dan
8.:. Pelatilkn/bimtek/ perigena,llin i ;i~kfidlogi tepat guna
.tmtUk,'pertanian: dan·~temalwl; ,

c. . .en. in";'';.·~t,. ·a.inlui' ii. s"itas B.....·•·.ar.· ... tUf. D.,esa.'.::.:.:a:ritara lain untuk:P ..·.. ~ .. ,p .... "P.", .....""'." \
1..peningkatari .kapasifas kePai1. desa;: .' .
2. peningkatan ltapasitas 'perangkat desa;
3. peningkatan kapasitas BPD.

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga, antara lain untuk:
1. pelatihan dan penyuluhan tentang pemberdaan

perempuan;
2. pelatihan dan penyuluhan tentang perlindungan

anak;dan
3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel.

e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, antara lain
untuk;
1. pelatihan dan penguatan kapasitas pengelolaan

manajemen pengelolaan koperasi/KUD /UMKM;
2. pengembangan sarana dan prasarana UMKM serta

Kopemsi;dan
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Pasal14
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasa113 huruf

a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial
bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat tIl
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan kemampuan APBDesa.

'_""
c. belanja modaf dan
d. belanja tak terdUga.

.Jenis Belanja aebagaimane, ~~ud d~ P~sal 5 ayat (1)huruf
b, tetmrl ata~.} " '" '> /' :.,. ." ,

a. bel,anjaP¢gawai;··
b. belanja·'b.g/ja~ .'::'"

3. Pengembangan industri keci11eveldesa;
4. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan

kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin,
pedagang,industry rumah tangga, dll).

(5) Klasiflkasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)hurufedibagi daIatli sub'bidang:

" -. ..: _ . ' ." ,,'J , "

a. penanggulangan bencana.- .
b. .keadaan d~at;.dan·'
c.' !ke~da8nmerid~~r

" ," , ,
y: '
" '

3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan
ekonomi perdesaan non-pertanian.

f. dukungan penanaman modal, antara lain untuk:
1. Pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan

BUMDes);dan
2. Pelatihan pengelolaan BUMDes.

g. perdagangan dan perindustrian, antara lain untuk:
1. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan pasar

desa/ kiosmilik desa;
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8. bahan material;
9. belanja bendera/umbul-umbul/ spanduk;
10. belanja pakaian dinaa/seragam/atribut;
11. belanja bahan obat-obatan pertanian;
12. belanja barang perlengkapan lainnya.

c. belanja jasa honorarium, berupa:
1. belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan;
2. belan}a }a'loa M~arium pembantu tuga40 umum

desa/operator/staf;
3. belanja jasa honorarium/insentif peJayanan desa;
4. belanja jasa honorarium tenaga

ahli/profesi/konsultan/ narasumber;
5. operasional pemungut pajak;
6. insentif Pekemit;

7. 'belanja'" .....

,ke~~a:n; . ,/ / ,~. -v .,)

4~:~l~j~' ~ahan 'bwr" miIiytdti~~~iisi ulang tabung
. p~~d8m Iteb~; . / .' \.:......

'. 5. :'belarij~'t;~g.®~:a~ p~#gg~f'
6. beIarijab~g konsllDuJilm'akanlttrlnUID);

Pasal15
(1) Belanja barangfjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)
bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan antara lain untuk:
a. operasional perkantoran pemerintah Desa;

1. belanja jasa langganan listrik;
2. belanja jasa langganan air bersih;
3. belanja jasa langganan majalah/ surtat kabar;
4. belanjajasa langganan telepon;
5. belanja jasa langganan internet;
6. belanjajasa kurirj'poa/giro;
7. belanja jasa perpanjangan ijin/ pajak;
8. be!~jajasa ~~aksi)b~ (admin,dll);
9. ~lanja operasioital perkantoran lainnya.
:'~.,: ..,/. '.. ' i·,:.... ....., '. /, I " ..J

b. /behU;lja barang pe..d~ngIaipah,bel1lpa;.
:' 1. "~1aIlja alaf:tiili~kantor d~ 'oe~da,pos;
2l belanJa perlengbp~ :8.1~tli~b:ik; ,
~. ~l~j~ ~rlen~pa:.r:·: '~at' ~ah tangga dan bahan

• -.' . "T··,_ __ .••. .'
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7. insentif Pekasih;
8. insentif marbot masjid;
9. insentifpetugas imam masjid hafids al-quran;
10. belanjajasa honorarium lainnya.

d. Belanja perjalanan dinas, berupa:
1. belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota;
2. belanja peJjalanan dinas luar kabupatenJkota;
3. belanja kursus pelatihan.

e. belanja jasa sewa, berupa:
1. belanja jasa sewa bangunan/ gedung/ ruangan;
2. belanja jasa sewa peralatan/ perlengkapan;
3. belanja jasa sewa sarana mobilitas;
4. belanja jasa sewa lainnya.

f. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
g. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/bimbingan teknis;
h. operasional BPD; .:..
i. ~~ehtii,:R~,'retangga/~Wargaj dan
j. :Pe~btfriall" . ; !?~~ari::'·'·:·'::>,be~~a:.barang pada

,masyarakat/keio~Pok .~syatiucat; ·betupa;
" ,_. l; !.; -. >'.:>-. ".

~,:.belanja bahan :perIengkapari<~tuk:/diserahkan kepada
i ~~t; //.'>~""::'.'\\ .: \>." ,.
2,~,:.be.~J:a.~~tu~' ~~~i9lperlel)~p~Juntuk diserahkan
\ ta:P&;da~sYar~t; ":.., ' .: ' .' :,.)'/:' .~

.3. bel84j~'.:bliPlb.uutg..9.~~:, ,M~ diserahkan kepada
":::"'~a~~t;:'./:··::··' :' : ':',:>.r ';:::~\./::".'..: ·,'i::':::·:

4. belarija ban~ari bangunaIi:":untuk: diserahkan kepada
tna~'Y\iTakat;···,,., . ...... '"

5. belanja beasiswa berprestasi/miskin;
6. belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan;
7. belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat

lainn,a.
(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana

Q\iU\2k..f\!.&\..'i pada ayat (2) huruf i yaitu bantuan uang untuk
operasiornal lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk
W&ml;w.ntu peJaksansan tugas peJayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan untuk
menuniang pelaksanaan kegiatan Desa.
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Pasal16
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf c,

digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai
manfaatnya Iebih dari 12 (dua beIas)bulan dan menambah
aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

(3) Belanja modal yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. belanja modal pengadaan tanah, berupa:

1. belanja modal pembebasan/ pembelian tanah;
2. belanja modal pembayaran honorarium tim tanah;
3. belanja modal pengukuran dan serriftkat tanah;
4. belanja modal pengerukan dan pematangan tanah;
5. belanja modal perjalanan pengadaan tanah;
6. belanja modal pengadaan tanah lainnya.

b. Belanja modal periga4rum;'per~tan, mesin dan alat berat,
:"" I ., ''. ~-.-. .' \ I \ ,0 ",_ ,,~ • .' \ .. ,

berupaj.:. \'" " , ,

.{ 'P.eIanjf;l, .rno4.@l..·,~,peri,ib~y~an.i pppor tim pelaksana
, /'kegiabtD;" .'. ' . " ..>., '. '..:.'
2'~belarija modal peridaian:elekttonikdan alat studio;
l "",:J _"_i: ~. ': , . ,: ,/\,_ <"\ ':' }/':'J~/":'" "", __ . ~:,)\" _'

3 e., belanja ~odal ~~~.~ komputer; ..
4. be4mja ;'modal ''.·petaIatan ;mebeJEUt dan aksesoris

, ,,' ," " . :. ," \ "~."'" . ':,": '. .,:,- ' " ;"_, ,"'... "': :,,'.-~ " - . '.' .,";.,., ,'~-. ' :
" ", .: - : . : :' ~. ,:.';':,':".. ..num~; I .,-' <.

'. .' .: '. ,.., ".."

5. be18Iijamqdal.per~tan dapW;.· :.

,:6~·/.belanj~·.~b.~~::P~~~d~f:~~}~ktii1:t.:L."<:::
7. belailja modal,penilatan rambU-rambu/patok tanah;
8. belarija'modalperalatan khu.suskesehatan;
9. belanja modal peralatan khusus

pertanian/ petemakan/perikanan;
10. belanja modal mesin;
11. be\anja modal pengadaan alat berat;
12. belanja modal peralatan, mesin dan alat berat lainnya.

C. belanja modal kendaraan, berupa:
1. belanja modal kendaraan darat bermotor;
2. belanja modal kendaraan darat tidak bermotor;
3. belanja modal kendaraan air bermotor;
4. belanja modal kendaraan air tidak bermotor;
5. belanja modal kendaraan lainnya.

d. belanja modal gedung, bangunan dan taman, berupa;
1. honor pelaksana kegiatan;
2. upah tenaga keJja;
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dari aktivitas
diprediksikan

sebelumnya;
b. tidak diharapkan teIjadi berulang; dan
c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

kegiatan
dan tidak

normal
dapat

Pasal,17
(1) Belanja: ts.k·:lemtiga $eoitg8.itrUma' ditnakstid dalam Pasal 13

huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berskaIa lokaI Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan

pemerintah Desa

3. bahan baku/material;
4. sewa peralatan.

e. belanja modal jalan/ prasarana jalan, berupa:
1. honor pelaksana kegiatan;
2. upah tenaga keIja;
3. bahan baku/ material;
4. sewa peraiatan.

f. belanja modal jembatan, berupa:
1. honor pelaksana kegiatan;
2. upah tenaga keIja;
3. bahan baku/ material;
4. sewa peralatan.

g. belanja modal irigasi/ embung/ drainase/ air limbah/
persampahan, berupa:
1. honor pelaksana kegiatan;
2. upah tenaga k~Ija;)' ,. \
3~.,o~~ ~/~t~~; ,
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Pasal 18
(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran yang akan diterima kernbali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kelompok:
c. penerimaan pembiayaan; dan
d. pengeluaran pembiayaan.

PasaI 19
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (2) huruI a, meliputi:
h. silpa tahun sebelumnya;
1. pencairan dana cadangan; dan
J. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali

tanah dan bangunan.
(2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling

sedikit meliputi pelarnpauan penerimaan pendapatan terhadap
belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang
belum selesai atau lanjutan.

Paragraf ketiga
Pembiayaan

(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana
sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/ atau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

(6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang
sebagaimana cllinaksud pada ayat \1) diatur dalam Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
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, v ;

cacl~gaI);' :,' -.. .'- -~--~> - . _-, .

c. besaYan dan rlncian tahUn8n danaeadangan yang haru&
dianggarkan;

d. s~berdanacadangan;dan
e. tahun pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan
yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melehihi tahun akhil'
masa jabatan Kepala Desa.

Pasal21
(1) Pembentukan dl;lri~rcadang~ sebagaimana dimaksud

J' !." ... ,) -', .'.,_) --.i ',_ \. ,/..., i,' ". ;-..,

dalam Pasal 20 \,'hum! -a dilakukan untuk mendanair: ;,':. ._.." '..' -;,',',._.
/keiPs'-taIlyang p.~:Qy~diaa.ri<qailaQ.Y~{tidak dapat sekaligus

./ dibeb~;-'d81a;'i tsafu) tiihun an~aran.
(~) P:~mben~, dan~:-9~d~gan':~;~~againlanadimaksud pada
: ! ',>. .t'. ,; " ~ r • ;' /"~'" \ \~ ':.-' I'/'\ '. r, \'\

..' ayat (1)ditetapkati!<:ie~~:peril~ Desa.
(3) Per8.~~ 6~sa se~again!~a di~~~~d pada ayat (2)paling
.' - secmdi'~emitat: ...' -" ., .., r>' , ~';-''-':

.a. pe~~t~lPIUl~j~_~ p~.~b,ept#~,ri:.41U1a.;~adangan;
..'.h. :pr~gratn <dan'.keSiatah _y~g'-:-ak1m dibiayai dari dana

Pasal20
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2)huruf b, terdiri atas:
a. pembentukan dana cadangan, dan
b. penyertaan modal.

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana
cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan
pembiayaan dalam APBDesa.

(4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan
pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
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dUsepaJoatibersama;
d. Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober sebelum
tahun anggaran berjalan;

e. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang
APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum
tahun anggaran berjalan;

f. Rancangan Peraturan Oesa tentang APBDesa yang telah
disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Oesa kepada
Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga)hari kerja sejak
disepaxati untuk dlevahlasi;

'P~$at22 \'>'"
"I>al~:me~ pet1-~S~~'APBpe$ll,.,pemerintah desa dan
Badart Peil'~itisyawanita.n'D~~ (BPDli»e~l~',m.hmperhatikanhal-
hal :berikut::\:.;,<"', "!. ,/ :;

a. :·Se~et8ti~'<'des~::·,irien.Ytistth'~e:~~' Peraturan Desa
tentang APBDesabc:}rdas~kanRKPDesa :qmun berjalan;

b. Sekretans desa 'ri1ehyariip~k8rt'Rartcangan Peraturan Desa
tentang APBDesakepada Kepala Desa;

c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan
oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan

,,,,__,~aragrM::~eeIIlpaf
,',T~knis Penyusunan APBDesa
I • I +'" ,I"-".. ~,.. •

,: ;. • ,.,' <,</. '" ;-"

,- ,

,:'-"",

Pasal21
(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam
BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau
pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang
dianggarakan dari pengeluaran pembiayaan APBDesa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat
dijual.

(4) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(5) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati-mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

. r""; ~ ':','" '-'\r ..\i '~,/\,'\.>\/,1 '\ ':
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Pasal23
Perubahan APBDesadapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan hams dilakukan pergeseran

antar jenis belanja;
b. keadaan yang menyebabkan SILPAtahun sebelumnya hams

digunakan dalam tahun berjalan;
c. terjadi penambahan/pengurangan dalam pendapatan desa

dalam tahun berjalan.
d. teIjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, dan/ atau keusuhan sosial yang
berkepanjangan;

e. keadaan luar biasa; dan
f. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat

dan/ atau pemerintah daerah.

g. Camat menetapkan basil evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua pulub) hari
kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa
tersebut;

h. Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam
batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa
tersebut dapat berlaku dengan otomatis;

i, Apabila Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tidak: sesuai dengan
peraturan yang berlaku, maka Kepala Desa melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi;

j. Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa, Camat membentuk tim evaluasi yang
tetapkan dengan Keputusan Camat;

k, Dalam-hal hasil ev8Iuasi .tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
D~~a~~'68.gai1n~a\diinaksudP~d~huruf i, dan Kepala Desa

I ,~,/ " -',' ••.., • _'''' " ..! ,.'

tetap.',menetaplaU)/:R&1cangah', ,Peraturan Kepala Desa
./'teptartg'" .'~PBr;'~~J,',c~~\. rri~nYampaikan usulan
pembatalan' "Pera~~' '.D~sa''':;'~~ntangAPBDesa kepada

.: ~'" ,,~.j~.,.--:; :: ~ .-' ....; ; /' \ , \ \Bupan; .•'... , , -,':."'"

1. Pemba1ll1anPeraturan de~ seb~g8jman dimaksud huruf k
:, , .-' .- . _:",'", ':,':_;-, ': '. :, " ,I, .~ )_ .-c, "...' ;',,','_',"'.,' .: . . ",...' ':~.'../ " '.,

dit.et..p¥ui.······d~ngan··keputusan..:BttPiti~d~
m. Dal~ ~~ teljadi pe~bata1,aD.·Pera~ Desa sebagaimana
·······.air6~~tid:''hprQr:'k;' p]·~·/:Q#t!akti';:~pag.iAPBDesa tahun
~gg8f~ sebel~~a~' '. -",

" .:: ., -:' . '-.~~~::-<:
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BERlTADAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2018 NOMOR6

ROHMANFARLY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 Pebruari 2019

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

M. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 Pebruari 2019

BUPATILOMBOKTIMUR,

~

~

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

BABIII
KETENTUANPENUTUP
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATANDESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

l. ;
2 ;
3 dan seterusnya;

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran .... ;

KEPALA DESA (Nama Desa),

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMARA ESA

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

TENTANG

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA ........ (Nama Kabupaterr/Kota]

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN .. ,

. (

Mengingat

Menimbang

C.l. Format Rancangan Peraturan Desa ten tang APB Desa

LAMPIRAN
PERATURANBUPATILOMBOKTIMUR
NOMOR 6 Tahun 2019
TENTANG
FORMAT PEDOMAN PENYUSUNAN
APBDES TABUNANGGAJ~N 2019



Pasa15
(1)Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk

penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2)Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak
terduga.

(3)Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan
Desa tentang perubahan APBDesa.

(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendall dan pengaruh pemerintah

Desa;

Pasa14
Kepala Desa menetapkan Peraturan KepalaDesa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini:

Rp ..

Rp ..
Rp..

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan ( a - b )

/

Pasal1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:
1.Pendapatan Desa Rp .
2. Belanja Desa Rp.u....... _~.~~
Surplua/Defisit Rp ..

PERATURANDESA TENTANGANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADESA TAHUNANGGARAN .

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



/

LEMBARANDESA... (NamaDesa)TAHUN... NOMOR...

NAMA

tanda tangan

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARISDESA... (NamaDesa),

NAMA

tanda tangan

KEPALADESA..(NamaDesa)

Ditetapkan di ..
pada tanggal ..

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa....... (NamaDesa).

tanggalpada
Pasal7

IDl mulai berlakuPeraturan Desa
diundangkan.

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam

pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya
kepada BPD.

Pasal6

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/ atau pennasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Desa.



KODE REKENING URAIAN ANGGARAN
SUMBER DAN~Rp.

1 2 3 4 5
a b c a b

4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 2 Transfer
4 3 Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1 1 0 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa
1 1 0 5 1 Bclanja Pegawai
1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,

Statistik dan Kearsipan
1 3 0 PeJayanan administrasi umum dan kependuduka rt

(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga,
dll)

1 3 0 5 2 Belanja Barang dan Jasa
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa
2 1 Pendidikan
2 1 o: Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana

Prasarana Perpustakaan/Taman 8acaan
Desa/Sanggar Belajar

2 1 m 5 3 Belanja Modal
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak

5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 Keadaan Darurat
5 1 5 4 Belanja Tak Terduga

d:s
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)

Contoh:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ..
TAHUN ANGGARAN ..

LAMPlRAN
PERATURAN DESA .
NOMOR TAHUN ..
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DESA

C.2. Format APB Desa



Kolom3

a. Belanja; dan
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode
rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
kegiatan (kolom l.c) terkait

Kolom4
Kolom5

Kolom2

Keterangang Cam Pengisian
Kolom 1 diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan:

Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.
Bagian Belanja diisi:

( )

Kepala Desa, .
........ 1.' ••••••••••• t,_ •• , t .. , ..

6 PEMBlAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 2 Pcngeluaran Pembiayaan

SELlSIH PEMBlAYAAN



Rp .
Rp .
Rp .
Rp .

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa
b. Transfer
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah DesaRp .
b. Bidang Pembangunan Rp .
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp .
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp .
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,

dan Mendesak Desa Rp ~~

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .... TAHUN ANGGARAN .....

MEMUTUSKAN:

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa
Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ..... , maka perlu menyusun Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran ;

Mengingat : 1. ;
2 ;
3 dan seterusnya;

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA. .. (Nama Desa),

KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaterr/Kota]

PERATURAN KEPALA DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

D.l. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa



BERITADESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR...

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARISDESA ... (Nama Desa],

tanda tangan

Ditetapkan eli .
pada tanggal .

KEPALADESA(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Pasal4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
........ (Nama Desa)

Pasal3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)yang disusun oleh Kepala
Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Desa ini

Rp .
~ ..
Rp .

3. Pembiayaan Oesa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp .
RpJumlah 8elanja

Surplus/ (Defisit)



REKENING URAIAN KELUARANjOUTPUT ANGGARA
VOLUME SATUAN N

2 3 4 5 6
a b c d
4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 ... <Obvek Pendapatan>
4 2 Transfer
4 2 1 DanaDesa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama

Antar Desa
4 3 1 .... <Obyek Pendapatan>

dst ...

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

5 1 Belanja Pegawai
5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan

Kepala Desa
5 1 1 ... <Rincian Obyek Belanja>

A ,.1~.: ....:",+.." ....:V"......"...._.4.... ...:J .... 1.." ....

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .
TAHUN ANGGARAN .

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PEND
DAN BELANJA DESA

NOMOR TAHUN .

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA .

t Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



..:I _!__ !_ ..__ 1- 1_ 1-_1 __ ':_

Cara Pengisian:
diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja {
Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan

- Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan

(..........•.••.

Kepala

5 3 4 Belanja Modal Gedung dan
5 3 4 ... <Rincian Obyek Belania>

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana

5 4 Belania Tak Terduga
5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 4 00 00 Belania Tak Terduga

JUMLAH BELANJA
SURPLUS / (DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan
6 1 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 1 1 1 SiLPATahun Sebelumnva
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadanzan
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

SELISIH PEMBIAYAAN



D. RUANOLINOKUPEVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
1.Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa

C. SASARANEVALUASI
Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:
1.Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan
Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUDDANTUJUAN
Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:
1.Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam
membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.

2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota
dan/ atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,

A. DASARPEMIKIRAN
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari

pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota,

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan
Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

PANDUANEVALUASI
RANCANGANPERATURANDESA

TENTANOANOOARANPENDAPATANDANBELANJADESA

E. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APS Desa



Unsur pemerintah kecamatan dan UPT
Kecamatan terkait

5) AnggotaTim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya dati unsur terkait untuk melakukan
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD)Kabupaten/Kota.

b) Sekretaris
c) Anggota

3) Berdasarkan Peraturan Menteri 101, Bupati/Walikota dapat
mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada
camat atau sebutan lainnya.
Apabila pelaksanaan evaluasi APBDesa didelegasikan kepada Camat,
selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan
Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri
Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa.

4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa ten tang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya
Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dati:
a) Ketua Camat

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau
sebutan lainnya
SKPDterkaitb)Anggota

b) Sekretaris

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:
1) Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten/Kota ditetapkan

dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim
Pelaksanaan Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh
Bupati/Walikota.

2) Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupateri/Kota

tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB
Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi
penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.



2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai
berikut:
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan
yang akan dievaluasi;

c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
peraturan yang akan dievaluasi;

b. Dokumen Evaluasi
1) Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama BPD;dan/ atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubah an APBDesa yang telah
disepakati bersama BPD.

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Perdes tentang APB Desa), berita acara hasil
musyawarah; atau

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk
evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana
cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMDes, dIl)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa

- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan lokal berskal desa

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/dasa di
Desa

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota ten tang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga
Kabupaterr/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di
Desa

- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah



3. Hasil Evaluasi
Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim
Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan
Bupati/ Walikota.
Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada
pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan ABDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE)
tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:
(a)evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
(b)evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.
Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan
kepada:
a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau

sebutanlainnya;dan
b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.
Langkah-Iangkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali
setelah dokumen diterima secara lengkap.

d)Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan Desa;

2) Langkah-Iangkah evaluasi:
a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran

semua dokumen;
c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengkapan lampiran semua dokumen;

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumen;

e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasillangkah 1 sId
4.



I Kesesuaian !
I
!

No. Aspek/ Komponen Periksa Alat Verifikasi Keterangan I
i

Ya Tidak I
I

1 Aspek Administrasi dan Legalitas I
1.1 Apakah semua dokumen evaluasi telah

diterima dari Desa secara lengkap
1.2 Apakah pengajuan Rancangan Perdes Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan aturan, 3 hari setelah

tentang APBDesa atau Rancangan Perdes BPDPembahasan dan disepakati bersama. Perdes
tentang Perubaham APBDesa dilakukan Penyepakatan Perdes tentang APB tentang APBDesa/ Perdes tentang
tepatwaktu Desa/Perubahan APBDesa (lihat Perubahan APBDesa harus

tanggal keputusan) diajukan kepada Bupati/Walikota iatau camat untuk dievaluasi I1.3- Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Keputusan hasil Musyawarah Berdasarkan Permendagri
Perdes tentang APBDesa/ Rancangan BPDPembahasan dan mengenai BPD
Perdes tentang Perubaham APBDesa Penyepakatan Perdes tentang APB

Desa/Perubahan APBDesa
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

I

I

Lembar Evaluasi APBDesa
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa



2 Aspek Kebijakan dan Struktur AEBDesatPerubahan APBDesa
2.1 Umum
2.1.1 Apakah Rancangan Perdes tentang RKPDesa atau RKPPerubahan

APBDes/Perubahan APBDesa disusun tahun berkenaan
berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan
tahun berkenaan

12·1.2 Apakah penempatan pas Pendapatan telah I
sesuai dengan peraturan Perundang- I

!
. undangan !

2.2 Pendapatan
2.2.1 Apakah estimasi pendapatan rasional dan 1

!

realistis
I
!

2.2.2 Apakah estimasi pendapatan Desa yang Perdes terkait PADesa (misal Ibersumber dari Pendapatan AsHDesa Perdes tentang Pungutan, dIl)
rasional dan realistis, serta didapatkan

I

Isecara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Desa

2.2.3 Apakah estimasi pendapatan Desa yang
bersumber dari Dana Transfer rasional dan
realistis

2.3 Belania
2.3.1 Apakah penempatan pos Belanja telah

sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan

2.3.2 Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai Perbup/Perwal tentang Daftar I

Idenaan Kewenangan Desa Inventaris Kewenangan Desa i

2.3.3 Apakah ada program/kegiatan yang i

dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
I(multiyears)

2.3.4 Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam I

APBDesa paling banyak 30% dipergunakan
untuk:
1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat



Desa;
2. operasional pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD
4. insentif nJk11ntetangga dan rukun warga

2.3.5 Siltap, tunjangan dan operasional untuk Peraturan Bupati tentang ADD
Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang atau Perbup tentang Penetapan
ditetapkan dalam peraturan I Siltap Kepala Desa dan Perangkat
Bupati/Walikota. Desa

2.3.6 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk I Peraturan Bupati tentang ADD
Anggota BPD, serta insentif RT/RW atau Perbup tentang Penetapan
dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam I Siltap Kepala Desa dan Perangkat
peraturan Bupati/Walikota Desa-

2.3.7 Alokasi belanja dengan output yang akan Standar Harga yang ditetapkan
dihasilkan logis karena telah Kabupaterr/Kota
memperhitungkan tingkat kemah alan dan
geografis (Standar Hargal

2.4 Pembiayaan
Apakah penempatan pos Pembiayaan telah

.
2.4.1

sesuai dengan peraturan Perundang-
Iundangan I

2.4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk pembentukan Dana Cadangan

2.4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah Peraturan Desa tentang Dana
ditetapkan dengan Peraturan Desa Cadangan

2.4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan
untuk pen~ertaan modal pada BUMDes

2.4.5 Apakah penyertaan modal pada BUMDes, Peraturan Desa tentang
telah sesuai dengan peraturan perundang- Pembentukan BUMDesdan hasil
undangan dan ditetapkan melalaui analisa kelayakan usaha
Peraturan Desa dan memenuhi nilai
kelayakan usaha

2.4.6 Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada
pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA I
tahun anzaaran sebelumnva I-



Jabatan• Untuk Diperbaiki Desa

Nama
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

• Untuk disetujui Bupati

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi
Evaluasi dilakukan tanggal:

I
2.4.7 Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah I

SilPAtahun sebelumnya telah digu~
seluruhnya.

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:



Rp .
Rp .
Rp .

Pasa! 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula
berjumlah Rp ,- ( ), bertambah Zberkurang sejumlah
Rp....... .: ( ) sehingga menjadi Rp.......... ,- (.......... ) dengan
rincian sebagai beriku t:
1. Pendapatan Desa

a. semula
b. bertambah/(berkurang)
Jumlab pendapatan setelah perubahan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN .....

1 ,
2 ,
3 dan seterusnya;

Mengingat

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran .... ;

Menimbang

KEPALA DESA (Nama Desa),

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

TENTANG

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA ........ (Nama Kabupaterr/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

F.1. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa



LEMBARANDESA... (NamaDesa) TAHUN... NOMOR...

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARISDESA... (NamaDesa],

tanda tangan

NAMA

tanda tangan

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a - b ) Rp ..

Pasal2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat rnengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALADESA(NamaDesa)

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp ..
b. Bertambah/(berkurang) Rp.~... u

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp .
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula Rp .
b. Bertambah/(berkurang) Rp .

Rp .
Rp .

Rp .
Rp

2. Belanja Desa
a. semula
b. bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja setelah perubahan
Surplus/(Defisit) setelah perubahan



Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

( .

Kepa

SEMULA MENJADI BERTAlVKODE REKENING
(BERKU:URAIAN ANGGARAN (Rp.) URAIAN ANGGARAN (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7
a b c a b

Contoh:

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINT AH DESA .
TAHUN ANGGARAN .

LAMPl!<A.N
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN .
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PEl
BELANJA DESA



Rp .
Rp ~~~~_.
Rp .

Pasal 1
An.ggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.....semula berjumlah Rp ,- (. ),
bertambah/berkurang sejumlah Rp ,- ( ) sehingga
menjadi Rp ,- ( ) dengan rincian sebagaiberikut:
1.Pendapatan Desa

1.1. PendapatanAsli Desa
a.Semula
b.Bertambah/ (berkurang)
.Jumlah PADesasetelahperubahan

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(NamaDesa) TAHUNANGGARAN.....

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. ;
2 ;
3 dan seterusnya;

Menimbang : bahwa sebagaipelaksanaan ketentuan Pasal3 Peraturan Desa
Nomor....... Tahun tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama
Desa)Tahun Anggaran ;

KEPALADESA... (NamaOesa),

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG
PENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA

DESA
TAHUNANGGARAN .

PERATURANKEPALADESA... (NamaDesa)
NOMOR... TAHUN ...

KEPALADESA ..... (NamaDesa)
KABUPATEN/KOTA (NamaKabupaterr/Kota)

G.1. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan APB Desa.



Pasal2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Rp .

Rp ..
Rp ..
Rp .

Rp .
Rp ..
Rp ..

Rp .
Rp .

Rp .
Rp~~,~..~..~.~~

Rp ..
Rp~~ ..

Rp ..

Rp .
Rp..

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah / (berkurang)

Jumlah setelah perubahan
3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah setelah perubahan
Selisih Pembiayaan setelah perubahan

2.Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp .
b.Bertambah/{berkurang) .u.R¥p~.~~~~

Jumlah setelah perubahan Rp ..
2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula
b.Bertambah/ (berkurang)

Jumlah setelah perubahan Rp ..
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula
b.Bertambah/ (berkurang)

Jumlah setelah perubahan Rp ..
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula
b.Bertambah /(berkurang)

Jumlah setelah perubahan Rp ..
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
a. Semula Rp .
b.Bertambah/{berkurang) Rp .

Jumlah setelah perubahan Rp ..
Jumlah Belanja setelah perubahan R¥-p ~..~.~~
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp ..

1.2. Transfer
a. Semula
b.Bertambah/{berkurang)
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula Rp ..
b.Bertambah/{berkurang) R~ L

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
setelah perubahan Rp .

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp ..



BERITADESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR...

NAMA

tanda tangan

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARISDESA ... (Nama Desa),

NAMA

tanda tangan

DitetaJ>kandi .
J>adatanggal .

KEPALADESA(Nama Desa)

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa im dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Pasal4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.



Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi
Kolom3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/ output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/ output setelah perubahan
Kolom5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
Kolom6 : diisi dengan sumber dana

SEMULA MENJADI
KODE REKENING KELUARANt-QUTEUT _ANGGARAN URAIAN KRLIlARANtOUTPUT ANGGARANURAIAN VOLUME SATUAN fRo) VOLUME SATUAN (Rn)
1 2 3 4

a b c a b c d

LAMPlRAN
PERATURAN DE:
NOMOR TAl
TENTANG
PENJABARAN PI

PENJABARAN PERU BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA .
TAHUN ANGGARAN .



ANGGARAN RENCANAPENARU
KODE REKENING URAIAN Jumlah Sumber Jan Feb Mar Apr Mei JunlRnl
1 2 3 4 5 I

a b c a b c d
1 Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa

1 1 01 5 1 Belania Pegawai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap &

Tunianzan Kenala Desa
1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek Belanja>
1 3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat Pengantar / Pelayanan
KTP,Kartu Keluarga, dll)

1 3 01 5 2 Belania Baranz dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belania Jasa Honorarium

<Rincian Obvek Belania>
2 Pelaksanaan Pembangunan

IDesa
2 1 Pendidikan
2 1 05 Pembangunan/Rehabilitasi/

Peningkatan Sarana
Prasarana

PROVINSI



diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APBDesa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masir
diisi rencana penarikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing KaurjKasi Pelaksana :
dalam setiap periodejbulan dalam barisjenis, objek, dan rincian objek belanja
diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatanKolom7

Cara pengisian:
Kolom 1,2 3, 4 dan 5
Kolom6

(•......•.....••••••••..•.........••••••..............•.••••••....•... )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( )

Diverifikaei oleh:
Sekretaris Desa,

o .L UU o '+ r-enangguiangan rsencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 Belanja Tak Terduga

dst



(•......................... )

Kepala Desa,

no LOKaSl VOlume eatuan rnaya lKPJ
Jumlah lak

Bidang Sub Bidang Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyelenggaraan
1 Pemerintahan

Desa

Jumlah Per Bidang 1

2 Pembangunan
Desa

Jumlah Per Bidang 2

3
Pembinaan
Kemasyarakatan

Jumlah Per Bidang 3

4 Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4
Bidang
Penanggulangan

5 Bencana,
Keadaan Darurat,
dan Mendesak
Desa



Cara pengisian:
1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai
dengan APBDesa

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening
sesuai APBDesa

3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai
APBDesa

4. kolom 1 : diisi dengan nomor urut
5. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupajumlah orang/barang.
7. kolom 4: diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk

membayar orang/barang
8. kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

( )( " )

Kaur/Kasi. .
Disetujui
Kepala Desa

........................ , .

.
NO. URAIAN VOLUME HARGASATUAI JUMLAH

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5

JUMLAH(Rp.)

Rincian Pendanaan

·· .
·· .

.. .Bidang
Sub Bidang
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan

RENCANAANGGARANBIAYA
DESA KECAMATAN .

TAHUNANGGARAN .

B. Format DPA
B.3. Format Rencana Anggaran Blaya (RAB)



0

KODE REKENING URAIAN SEMULA MENJADI RENCANAPENARIKANAl'
ANGGARAN ANGGARAN

Jumlah Sumber Jumlal Sumb rJan Feb Mar Apr Mei Jun Ju~(Rp) (Rn)
1 2 3 4 5 6 7 8

a b c a b c d
1 Penyelenggaraan

Pem, 0 .hRn Deaa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasiona
Pemerintahan Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Kepa a
nP.~

1 1 01 5 1 Belania Pe~awai
1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap &

Tuniansan Kenala nesa
1 1 01 5 1 1 000 <Rincian Obvek Belania>
1 3 Administrasi Kependuduka n,

Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administrasi
umum dan kependudukan
(Surat Pengantar /Pelayana Po
KTP,Kartu Keluarga, dIl)

1 3 01 5 2 Belania Barana dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belania Jasa Honorarium

<Rincian Obvek Belania>
2 Pelaksanaan Pembangunar

IDesa
2 1 Pendidikan

Contoh:

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI



( )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( )

Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

~ .L VoJ oJ .,) DC1CU11Cl lV1UUCU

2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obvek Belania>
5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan
Mendesak

5 1 Penanzzulanaan Bencana
5 1 00 5 4 Penanzzulanzan Bencana
5 1 00 5 4 Belania Tak Terdue:a
5 1 00 5 4 0) Belania Tak Terduaa
5 1 00 5 4 O~ 0o Belania Tak Terduza



KODE REKENING URAIAN ANGGARAN PENERIMAANI PENGELUARAN (Rp.)
(Rp) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep 01

1 2 3 4 5
a b c a b c d

4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 ] 1 ... <Obyek Pendapatan>
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama

Desa dengan Pihak Ketiga

4 3 1 ..... <Obyek Pendapatan>
dst...

JUMLAHPENDAPATAN

5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa
1 1 Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Operasional Pemerintahan
Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tuniangan Kepala Desa

Contoh

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

RENCANA ANGGARAN KAS DESA
TAHUN ANGGARAN .



1 1 01 5 1 1 ... <Rincian Obyek Belanja>
1 3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan

1 3 01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa
1 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

2 1 Pendidikan
2 1 05 PembangunanlRehabilitasi/Penin

gkatan Sarana Prasarana
Perpustakaanffaman Bacaan
Desa/Sanggar Belaiar

2 1 05 5 3 Belanja Modal
2 1 05 5 3 4 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan
1 1 05 5 3 4 ... <Rincian Obyek Belanja>
5 Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak

5 1 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Penanggulangan Bencana
5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
5 1 00 5 4 00 00 ~elanjaTak Terduga

dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS I(DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaan



Kolom6

diisi sesuai dengan Penjabaran APB Desa
diisi dengan:
- Pendapatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapatan baik yang berasal dari informasi resmi maupun estimasi waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA yang diajukan oleh KaurlKasi Pelaksana Kegiatan Anggaran maupun rencana per

pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional aparatur Desa
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

diisi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item

Cara pengisian:
Kolom 1,2,3,4 :
Kolom 5

( .
.................. )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( - .
......... )

(....

Kau
Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

- - .- --"-0---' -.----- - ----- --. -.-.--

6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

dst
ISELISIH PEMBIA YAAN

[JumlanTotal Penenmaan
Jumlah Total Penzeluaran
Selisih Penerimaan dan



sian:
: diisi dengan nomor urut.
: diisi dengan tanggal transaksi.
: diisi dengan nomor bukti transaksi.
: diisi dengan uraian transaksi.
: diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Desa.
: diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
: diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
: diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Desa.
: diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

( )

......................., .
KaurlKasi. .

gal Nomor Uraian Penerimaan Pengeluaran (Rp) Pengembalian Saldo Kas
Bukti dari Kas ke Kas Desa (Rp.)

(Rp) Belanja Belanja (Rp)
Barang Modal
dan Jasa

3 4 5 6 7 8 9
Pindahan Jumlah
dari halaman
sebelumnya

Jumlah
Total Penerimaan Total Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Kas

BUKU KAS PEMBANTU KEGIA TAN
DESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN .

t Buku Pembantu Kegiatao
Kas Pembantu Kegiatan



pengisian:
m 1 : diisi dengan nomor urut.
m 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
m 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
m 4 : diisi namalsumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
m 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
m 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga.
m 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
m 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

( )

................ "" '" .
KaurlKasi

Tanggal Nomor Uraian Penerimaan Nomor Saldo Kas
Bukti Uang(Rp) Barang/ Bukti Setor (Rp.)

Tenaga keKas
(Volume) Desa

2 3 4 5 6 7 8
Pindahan
Jumlah dari
halaman
Isehelumnva

Jumlah
Total

i Kegiatan: '" .

BUKU PEMBANTU KEGIAT AN PENERIMAAN SWADA YA MASY ARAKA T
DESA... KECAMA TAN ..
TAHUN ANGGARAN '" .

Format Buku Pembantu KegiataD
Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat



diisi dengan Kode Rekening
diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
diisi volume kegiatan yang direncanakan
diisi satuan volume:
- jembatan/bangunanlbarang atau yang sejenis = unit
- jalanlirigasil drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

diisi jumlah anggaran yang direncanakan
diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini
diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini
diisi dengan jumlah dana yang digunakan
diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DO)
diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)
diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DO dan ADD

Kolom6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13

Cara Pengisian:
Kolom I dan 2
Kolom 3
Kolom4
Kolom5

UUTPUT

Rencana Realisasi Sampai Saat ini Dana~
KODE URAIAN Desa

REKENING Volume Satuan } nggaran Volume Satuan \nggaran Capaian (I p) 0.
(Rp) (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c a b c d

Jumlah

Bulan: Tahun: .

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI



igisian:
dang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa .
.b Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa
:giatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Desa.
ilom 1 : dengan nomor urut.
ilom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
ilom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
ilom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
ilom 5 : diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
ilom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
110m7 : diisi dengan sisa anggaran.

( )

Telah dibayar lunas
Kaur Keuangan,

_untuk dibayarkan
~epala Desa,

( )

Kauri Kasi .
ilakukan verifikasi
rretaris Desa,

................., 20 .

URAIAN PAGU PENCAlRAN PERMINT AAl' JUMLAH SISADANA
ANGGARAN S.D.YG SEKARANG SAMPAISAAT

LALU INI
(RD.) (RD.) (RD.) (RD.) (RD.)

2 3 4 5 6 7

JMLAH

ang
1

'elaksanaan

SURA T PERMINTAAN PEMBA YARAN (SPP)

DESA KECAMATAN .
TAHUN ANGGARAN ..

rmat Surat Permintaan Pembayaran



Cara pengisian:
I. Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Desa.
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
5. Kolom 2: diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja.
6. Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan beJanja.
7. kolom 4: diisi denganjumlah belanja.
8. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan.

( )

KaurIKasi ..
• , •••••• If •• ' II" , ••••••• 1.1 ••• I •••••

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan
Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

NO. PENERIMA URAl AN JUMLAH
(Rp.)

1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

Bidang
Sub Bidang
Kegiatan

PERNY ATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA " KECAMATAN , .

TAHUN ANGGARAN ..

M.2. Format Pernyataan Tanggung Jawab Belanja



: diisi dengan Kode Rekening
diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
diisi volume kegiatan yang direncanakan
diisi satuan volume:
- jembatanlbangunan/barang atau yang sejenis =unit
- jalanlirigasil drainase atau yang sejenis- M
- kegiatan non fisik - paket

diisi jumlah anggaran yang direncanakan
diisi volume kegiatan yang terealisasi
diisi satuan volume yang terealisasi
diisi dengan jumlah dana yang digunakan
diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa
diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa
diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

Kolom6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

Cara pengisian:
Kolom 1dan 2
Kolom 3
Kolom4
Kolom5

KODE URAIAN OUTPUT
REKENING Rencana Realisasi

Volume Satuan I\nggaran Volume Satuan Anggaran ''"''apaian
(Rn) (Rn) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c a b c d

Jumlah

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI



Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

Disetujui oleh:
KepaJa Desa,

( )
( .

KaurlKasi ~..Diverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

...........,

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LANJUTAN
Anggaran Volume Jumlah Waktu Penarikan Anggarai

kegiata Anggaran Penyelesaian
n

1 2 Jumlah Sumber J umlah (Rp) % % Rp. hari Jan Feb Mar(Rp)
a b c a b c d

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

RENCANA KEGIA TAN DAN ANGGARAN LANJUT AN·
TAHUN ANGGARAN .



Cara pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tertera dalam Penjabaran APB Desa.
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Desa
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan
Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
Kolom R diisi denzan neniumlahan komulatif nenseluaran

( )

Disetujui oleh:
Kepala Desa,

( )

( .

KaurDiverifikasi oleh:
Sekretaris Desa,

...... .... ...... ..., ....

NO TGl KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARA NOMOR JUML
(Rp) N BUKTI PENGELl

(Rp) KUMUl

I 2 3 4 5 6 7 8
1 2

a b c a b c d

JUMLAH Rp. Rp. Rp.

KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

IAHUl'l AJ'IuuAKAJ'I .



Cara pengisian :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran Bank.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 : diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 : diisi dengan pemasukanjumlah bunga bank.
Kolom 7 : diisi dengan pengeluaranjumlah penarikan.
Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

( , .

Kaur Keuangan
................ "' ..

No. TANGGAL URAIAN BUKTI PEMASUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rp) SALDO
TRANSAKSI TRANSAKSI TRANSAKS SETORAN BUNGA PENARIKAN PAJAK BIAYAADM (Rp)

BANK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
TOTALTRANSAKSIK~ATW

BULAN
BANKCABANG
NO. REKENING

BUKU PEMBANTU BANK
DESA KECAMATAN .

TAHUN ANGGARAN .

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
o.r, Buku Pembantu Bank



<olom 2
<olom 3
<olom 4
Kolom 5
Kolom 6

:ara pengisian :
<olom 1 : diisi dengan nomor urut penerimaan (dari pemotongan pajak) atau

pengeluaran (dari penyetoran pajak).
: diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
: diisi dengan uraian penerimaan leas atau pengeluaran kas.
: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
: diisi denganjumlah rupiah pengeluaran kas.
: diisi dengan saldo buku kas bendahara.

( )

Kaur Keuangan
............... , ..

No. TANG GAL URAIAN PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5

ruMLAH

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA KECAMAT AN ..

TAHUN ANGGARAN .

Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.2. Buku Kas Pembantu Pajak



Cara pengisian:
Kolom 1 : diisi dengan nornor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolorn 3 : diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.
Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan.
Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barangltenaga.
Kolorn 7 : diisi dengan norner bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
Kolorn 8 : diisi dengan jurnlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa.

( , , )

Kaur Keuangan
.................... , ..

Tanggal Nornor Uraian Penerima Pemberian Pertanggung- Saldo
Bukti (Ro) iawaban Paniar (Ro)

2 3 4 5 6 7 8

BUKU PEMBANTU PANJAR
DESA , KECAMATAN , .
TAHUN ANGGARAN .

Format Pembantu Buku Kas Umum
Buku Pembantu Panjar



1Keuangan <...Desa...>, <...tgl, bin, th...>
Yang Menerima,Yang Memberi,

:< Sebutkan Tujuan Pembayaran (KegiatanIBelanja)...... >
< Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (KegiatanlBelanja) ..... >
< Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>

embayaran

:Rp <...Jumlah dalam angka...>
(...Jumlah dalam huruf...)
(...Jumlah dalam huruflanjutan ...)

!sar

rna dari Kaur Keuangan Desa <...Nama Desa...>

Tanda Bukti Pen eluaran Uan

:< Nama Desa...>
:< KabupatenIKota...>

esa
nlKota

<...Nama Penerima...><..Nama Pemberi..>

It Kuitansi



ANGGARAN REALISASI SUMBER)DE REKENING URAIAN ANGGARAN(Rp) (Rp) DANA

2 3 4 5 6
c a b c d

4 PENDAPATAN
4 1 PADesa
4 1 1 Hasil usaha
4 1 1 ... <Obvek Pendapatan>
4 2 Transfer
4 2 1 Dana Desa
4 3 Pendapatan lain-lain
4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama

AntarDesa
4 3 1 .... <Obyek Pendapatan>

dst. ..

JUMLAH PENDAPATAN

5 BELANJA
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa

01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

01 5 1 Belanja Pegawai
01 5 1 1 Penghasilan Tetap & Tunjangan

Kepala Desa
01 5 1 1 ... <Rincian Obyek Belanja>

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsinan

01 Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
PengantarlPelayanan KTP, Kartu
Keluarza dll)

01 5 2 Belania Barang dan Jasa
01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belania>
Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan
05 Pembanmman/RehabilitasilPeninruc

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA .
TAHUN ANGGARAN , .

t Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama



isian:
diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. Sub Bidang; dan
c. kegiatan.
diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan;
b. kelompok pendapatan:
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a. belanja;
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan; dan
c. jenis pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan
(kolom I.e) terkait

( )

Kepala Desa, .
... ... 20 .....
..................... '" , .

Penanggulangan Bencana
00 5 4 Penanaaulannan Bencana
00 5 4 Belania Tak Terduga
00 5 4 00 Belanja Tak Terduga
00 5 4 00 00 Belania Tak Terduga
dst

JUMLAH BELANJA
SURPLUS I(DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN
6 I Penerimaan Pembiavaan
6 I 1 SiLPA TallUoSebelumnya
6 I 1 1 SiLPA Tabun Sebelumnva
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 1 Pembentukan Dana Cadangan

dst
SELISIH PEMBIAYAAN



Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG.JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA. ...... TAHUN ANGGARAN .....

MEMUTUSKAN:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSY AWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

1. ......,
2.
3. dan seterusnya..;

Mengingat

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan 8elanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kernakrnuran
masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ......
termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dcsa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalarn
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dcsa (APB Desa) Tahun Anggaran .... ;

Menimbang

KEPALA DESA (Nama Desa),

LAPORAN PERTANGGUNG.lAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAliA ESA

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATENIKOT A. (Nama Kabupaten/Kota)

T. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
T.t. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa



Diundangkan di ...
pada tanggal .. ,
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

NAMA

tanda tangan

Ditetapkan di .
pada tanggal .

KEPALA DESA (Nama Desa),

Pasal3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh
Sekretaris Desa.

Pasal2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal I, tercantum dalam
lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari-

31 Desember Tahun Anggaran ....
c. Lampiran III :Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Desa.

Rp .
Rp ..

Rp .

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan ( a - b )

==========

Rp .

Rp .
Rp .

Rp .
Rp .

Rp .
Rp .

Rp .

Pasall
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan
perincian sebagai berikut:
I. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan Desa
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Bidang Penanggulangan Bencana,

Darurat danMendesak Desa
Jumlah Belanja
SurpluslDefisit



Modal Desa

asil pajak dan Retribusi Daerah
ia Desa
uangan Propinsi
uangan Kabupaten/kota
Lain lain

: ng Penyelenggaraan pemerintah Desa
i langPelaksanaan Pembangunan Desa
..langPembinaan Kemasyaratan Desa
, angPemberdayaan Kemasyaratan Desa
i langPenanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
sa dalam Klasifikasi Ekonomi
sa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
1

:iAPBDes
, )oranKeuangan
I; .urn
I
! an Laporan Keuangan
aporan Realisasi Anggaran
iSILPA dan Kas

I AsHDesa

hala
Daftar lsi

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

Tabun Anggaran 20xl

LAMP IRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJA WABAN REALISA
DESA

tran Keuangan



Lihat Catatan Alas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Japorankeuangan

JUMLAH BELANJA C.14 x.xxx.xxx X.XXX.xxx x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT) XX.XXX XX.XXX XX

MBIAYAAN C.t5
Penerimaan Pembiayaan xxx,xxx xxx.xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx,xxx xxx.xxx xxx

PEMBIAYAAN NETTO XX.XXX XX.XXX XX
,PA TAHUN BERJALAN XXX XXX XXX

LANJA
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa C.9dan CI5 xxx. xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C.10 dan CI5 xxx. xxx xxx,xxx xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa C.II dan CI5 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pemberdayaan Masyamkat Desa C.I2 dan Cl5 xxx. xxx xxx.xxx xxx
Bidang PenanguJangan Bencana, Keadaan Darurat dan C.13 dan CI5 xxx.xxx xxx. xxx xxx
Mendesak Desa

Ref Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurang

NDAPATAN
Pendapatan AsHDesa C.2 xxx.xxx xxx. xxx xxx
Pendapatan Transfer

Dana Desa C.3 xxx. xxx xxx, xxx xxx
Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah C.4 xxx. xxx xxx.xxx xxx
Alokasi Dana Desa C.5 xxx. xxx xxx, xxx xxx
Bantuan Keuangan Propinsi C.6 xxx. xxx xxx xxx xxx
Bantuan Keuangan Kabupatenlkota C.7 xxx. xxx xxx, xxx xxx

Pendapatan Lain lain C.S xxx. xxx xxx,xxx xxx
~AHPENDAPATAN x.xxx.xxx X.XXX.xxx x.xxx

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINT AH DESA ABC

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ

TAHUN ANGGARAN20xl

· Format Laporan Realisasl APR Desa



Tahap 1 xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tahap2 XXX.xxx XXX.xxx xxx
......... xxx. xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

RealisasiAnggaran

4. Bagian dari basil pajak danRetribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari basil pajak dan Retribusi Daerah adalah se_b...:aga1:::...:-·--:-:::-:-:__

(Lebih)/
kurans

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kurans

Tahap 1 XXX.xxx XXX.xxx xxx
Tahap 2 xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

3. DanaDesa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa
selama tabun anggaran 20x 1 adalah sebagai berikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)!
kurang

XXX.xxx XXX.xxx xxx
XXX.xxx xxx.xxx xxx
xxx. xxx XXX.xxx xxx
XXX.xxx XXX.xxx xxx
xxx. xxx XXX.xxx xxx

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
a. Hasil Usaha
b. Hasit Aset
e. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
d. Lain-lain PADes yang sah

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

x.XXXSaldo Kas per 31 Desember 20x 1

XXX

xxx
XXX

(XXX)

xxxSILPA tabun anggaran 2Ox}
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tabun anggaran berjalan
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke KasNegara

. Rineian Pos Laporan Keuangan
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

_.Informasi Umum
Pemerintah Desa ABC merupakan desa di Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan
Bupati No Tanggal , saat ini kepengurusan Pemerintaban Desa ABC
I. Kepala Desa :XXXXX
2. Sekretaris Desa : YYYYY
3. Bendahara Desa : ZZZZZ
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di , Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten

. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas deogan dasar harga
perolehan. Pendapatan dieatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dieatat pada saat kas
dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa ABC, Kecamatan KLM, Kabupaten XYZ

Tahun Anggaran 20x 1

'.2.b. Format Catatan Atas Laporan Keuangan



5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalab sebagai beikut:

Aoggaran Realisasi (Lebib)/
kurans

Tahap 1 xxx. xxx xxx. xxx xxx
Tahap 2 XXX.xxx xxx. xxx xxx
•••••• I •• XXX.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx

6. Bantuan Keuangan Propinsi
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi ........... adalah sebasai beikut:

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kuranS.................. xxx.xxx xxx.xxx xxx.................. xxx. xxx xxx. xxx xxx

XXX.xxx xxx. xxx xxx

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ........... adalah sebaSai

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kuran~.................. XXX.xxx XXX.xxx xxx

.................. XXX.xxx xxx. xxx xxx
xxx.xxx xxx. xxx xxx

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kuranS

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa XXX.xxx XXX.xxx xxx
Penerimaan dari basil kerjasama Desa dengan pihak
ketiga xxx.xxx XXX.xxx xxx
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Desa XXX.xxx XXX.xxx xxx
Hibab dan swnbangan dari pihak ketiga XXX.xxx XXX.xxx xxx
Koreksi kesalaban belanja tabun-tabun anggaran
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
Desa XXX.xxx XXX.xxx xxx
Bunga bank XXX.xxx xxx.xxx xxx
Lain-lain pendapatan yang sab xxx. xxx XXX.xxx xxx

XXX.xxx XXX.xxx xxx

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kurans

Belanja Pegawai XXX.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa XXX.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal XXX.xxx XXX.xxx xxx

xxx. xxx xxx.xxx xxx

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kuran~

Belanja Barang dan Jasa XXX.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal XXX.XXX XXX.xxx xxx

XXX.xxx XXX.xxx xxx

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (tebih)/
km:aul:

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx XXX.xxx xxx
Belanja Modal XXX.xxx XXX.xxx xxx

XXX.xxx XXX.xxx xxx



12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kuran~

Belanja Barang dan Jasa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal xxx. xxx xxx. xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tabun anggaran 20x 1, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan
darurat sebagai berikut

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kuran~................ xxx.xxx xxx.xxx xxx

................ xxx. xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Anggaran Realisasi (Lebib)/
kurang

Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa xxx, xxx xxx. xxx xxx

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tunjangan BPD xxx. xxx xxx, xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
BeJanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan Kantor xxx.xxx xxx, xxx xxx
Belanja Jasa Honorarium xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Operasional Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Jasa Sewa xxx. xxx xxx.xxx xxx
Belanja Operasional Perkantoran xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Pemeliharaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
Masyarakat xxx.xxx xxx,xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah xxx. xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat xxx, xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Kendaraan xxx.xxx xxx, xxx xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jalan xxx. xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jembatan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal lrigasilEmbungl Air SungailDrainase xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modal Jaringanllnstalasi xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja Modallainnya xxx.xxx xxx. xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Anggaran Realisasi (Lebih)/
kuran~

Bidang PenyeJenggaraan pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan xxx.xxx xxx. xxx xxx
Desa
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, xxx.xxx xxx.xxx xxx
Keuangan dan Pelaporan



Sub Bidang Pertanahan xxx.xxx xxx.xxx xxx
xxx.xxx xxx.xxx xxx

Bidang Pembangunan Desa
Sub Bidang Pendidikan xxx.xxx xxx, xxx xxx
Sub Bidang Kesehatan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang xxx.xxx xxx,xxx xxx

Sub Bidang Kawasan Permukiman xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Informatika
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pariwisata xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pelindungan Masyarakat
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan xxx, xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat xxx.xxx xxx,xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan xxx, xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Pertanian dan Petemakan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, xxx,xxx xxx.xxx xxx
Perlindungan Anak dan Keluarga
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan xxx.xxx xxx. xxx xxx
Menengah (UMKM)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal xxx,xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Keadaan Darurat xxx.xxx xxx.xxx xxx
Sub Bidang Keadaan Mendesak. xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx
16. Pembiayaan

JumJah netto pembiayaan tahun anggaran 20xl adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/

kuranS
Penerimaan Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx
Pengeluaran Pembiayaan xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
I. SILPA tabun anggaran sebelumnya xxx.xxx xxx.xxx xxx
2. Pencairan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan xxx, xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
1. Pembentukan Dana Cadangan xxx.xxx xxx.xxx xxx
2. Penyertaan Modal Desa xxx.xxx xxx.xxx xxx

xxx.xxx xxx.xxx xxx

17. Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,

20xO 20x} Penambahanl
~Penguran~an~

Tanah xxx.xxx xxx.xxx xxx



20xO 20xl Penambahanl
(pengurangan)

BUMDesXXX xxx. xxx XXX.xxx xxx
BUMDesYYY xxx.xxx xxx.xxx xxx
.......... xxx.xxx XXX.xxx xxx

xxx.xxx XXX.xxx xxx

19. dst

18. Penyertaan Modal Desa
Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut, ...""____,,......,....~_

xxxXXX.xxx XXX.XXX
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran ....

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat XXX.xxx XXX.xxx
Kendaraan xxx. xxx xxx.xxx
Gedung dan Bangunan xxx. xxx xxx.xxx
Jalan xxx.xxx XXX.xxx
Jembatan xxx.xxx xxx.xxx
Irigasi/Embung/ Air SungaiIDrainase xxx.xxx xxx.xxx
Jaringan/Instalasi xxx.xxx xxx.xxx
Aset Tetap lainnya xxx. xxx xxx.xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan xxx. xxx XXX.xxx



485,1

65,'Konstruksi 201

30,'2014

120,12014

40,'2014

40,'2014

2014

75,12014432 2 Juti 2014

10,1201412312124 Des 2014

5,2014

1998

2014

Total Nilai Aset Tetap per 3 I Desember 20xx

3 .
II Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

1 Komputer, PC
2 .
3 ..

III Kendaraan
1 Motor, merk QQQ, 100cc, No Polisi: DS12BPKB
2 .
3 .

IV Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Kantor, Luas 200 mol 1MB
2 .
3 .

V Jalan
1 Jalan Desa Lokasi di 00, 800m
2 .
3 .

VI Jembatan
1 Jembatan XYZ Lokasi di , , 50m
2 .
3 .

VII Irigasi/Embung/Air SungaiIDrainase
1 Embung XYZ, Lokasi di .
2 .
3 .

VIII Jaringan/Instalasi
1 Jaringan Listrik Desa, Lokasi di .
2 .
3 ..

IX Aset Tetap lainnya
1 Sapi 3 ekor
2 .
3 .

X Konstruksi dalam Pengerjaan
1 Pembangunan Jembatan dalam Konstruksi
2 ..
3 .

22 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m

HUH 230/2014 2 Juh 2014 50,'I 1anan rersu 1\. , Luas zzvv m



M. SUKIMAN AZMY

,I--
-PARAF KOORD!

Aslsten/l/ll/lll ~
Kabn!; Uuknm -jz \
KadiB/KDbn~ Pengo! I I _k'- I

BUPATI LOMBOK TIMUR,

( )

Kepala Desa,
................... , .

Kegiatan Angga:ran
No. Program

.Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana

KABUPATEN
PROPINSI

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYAYANG MASUK KE DESA
DESA .
~C;J\1v1}\1'AN .

LAMPIRAN II
PERATVRAN DESA .
NOMOR TABUN 2019
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
APB DESA

T. 4. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk ke Desa

-115-


